
BI'PATI TAPIIT
PROVIilSI KALIMAITTAIY SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 1] TAIIUN 2015

TEilTAITG

PEDOMAN PENGELOLITAIT KEUANGAN DESA
DI I(ABUPATEN TAPIN

DENGAIT RAIIMAT TI'HAN YAITG MAIIA ESA

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

b.

BI'PATI TAPIII,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud Pasal 43 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2Ol4 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,
perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa di Kabupaten Tapin;

batrwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Bupati;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Tanah [,aut, Daerah Tingkat II Tapin dan
Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2756l.;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggara Negara yarug Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tatrun 2003
t€ntan$ KeUangari Negafd pembararr
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a2861;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

2.

3.

4.



-2-

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4
tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan
Tanggungiawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2OO4 Nornor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Noi110r aaoo\

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4
tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 44381;

Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2Ol7
tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523a1;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4
tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 7, Tambaharr
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5a95);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4
tentang Pemerintatran Daeratr (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 244, Tarrbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhlr dengan Undang-Undaing
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daeratr
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 56791;

6.

7.

8.

9.

1O. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4
tentang Administrasi Pemerintahan
(Lrmbaran Negara Republik Indonesia
i.hr.t 2Ol4 Nomor 292, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 56OU;
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1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tatrun
2OO5 tentang Dana Perimbangan (Lem-
baran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO5 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a5751;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOS Nomor l4O,
Tambatran Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a5781;

1 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun
2OO5 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a593);

1 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tatrun
2OOT tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a738);

1 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
2Ol3 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OL3 Nomor 1O3, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5a231;

1 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2Ot4 tentang Peratrrran Pelaksana
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4
tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indoneiia Tahun 2ol4 Nomor T23,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2Ol5 tentang Perubahart
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tatrun 2OL4 tentang Peraturan Pelaksana
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4
tefltaflg Desa (Lembarrur Negerra Rep'ubfik
Indoneiia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 57171;

0
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I 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2Ol4 tentang Dana Desa Yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomot 5558), sebagaimafla teleh
diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pembahan

' Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2Ol4 tentang Dana Desa Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 569a1;

18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2Ol5 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan
Pr€siden Norhof 54 Tahirn 2OlO Entang
Pengadaan Barang I Jasa Pemerintah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 20ll tentang Pembahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Ncgeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengeloaan Keuangan Daerah;

20. Peratrrran Menteri Dalam Negeri Nomor 1

Tahun 2OL4 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
113 Tahun 2Ol4 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
ll4 Tahun 2Ol4 tentang Pedoman
Pembangunan Desa;

2 3 . Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daet-arh Teminggal, datt Transmigrasi
Nomor I Tahun 2Ol5 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul
dan Kewen€u1gan Lokal Berskala Desa;
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24 . Peraturan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Nomor 21 Tahun 2Ol5 tentang Penetapan
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
20t6;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84
Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
93/PMK.OT /2015 tentang Tata Cara
Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan,
Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;

27 . Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2OI3 tentang Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di Desa,
sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Kepala Lembaga Kebljakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 2O Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2Ol3 tentang Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor
05 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir,
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin
Nomor 09 Tahun 2075 tentang Perubatran
Keeripat Atas Peratufail Daerfi
Kabupaten Tapin Nomor O5 Tahun 2OO8
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

29 . Peratrtran Daeratr Kabupaten Tapin Nomor
12 Tahun 2Ol2 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daeratr;

3 O . Peraturan Bupati Tapin Nomor O2 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembentukan
Produk Hukum Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tapin;

^u
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Menetapkan

ME}IUTUSI(AN :

PERATI'RAN BUPATI TAPIN TEIYTAITG
PEIX)UAIT PENGEII)LIIAIT KEUAITGAIT
DISA DI KABUPATEIT TAPIN.

BAB I
KETENTUAIT I'}IIIM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.

2. Bupati adalah Bupati Tapin.

3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tapin.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Tapin sebagai
Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja lingkup
Kecamatan.

6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tapin.

7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat
Daerah.

8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1O. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan
narna lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa.

11. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD

adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keter-wakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya
disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa.



-7 -

13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang
selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan
untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan
Pembangunan Desa, arah kebijakan Keuangan Desa, kebijakan
umum dan program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah
dan lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program prioritas
kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.

14. Rencana Keda Pemerintah Desa, yang selanjutnya disingkat RKP
Desa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka wakhr 1

(satu) tahun.

15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa
yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarak atan, dan pemberdayaan masyarakat.

16. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana
perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah setelah dilmrangi Dana Alokasi Khusus.

17. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi
wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan Daerah bagl sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

18. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah
pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian
izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau
Badan.

19. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, pelaksanaarl, penatausahaan, pelaporan,
dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

20. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewqiiban Desa
dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat
dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala benhrk
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewqiiban Desa
tersebut.

21. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala
Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan
menyelenggarakan keselurrrhan Pengelolaan Keuangan Desa.

22.Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya
disingkat PTPKD adatah Unsur Perangkat Desa yang membantu
Kepala Desa untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa.

23. Sekretaris Desa adalatr bertindak selaku koordinator
pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa'
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24.Kepa1a Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan sesuai
dengan bidangnya.

25. Bendahara Desa adalah unstlr staf Sekretariat Desa yang
ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan,
menyetorkan, menatausahakan, membayarkan, dan
mempertanggung-jawabkan Keuangan Desa dalam rangka
pelaksanaan APBDesa.

26. Kelompok Transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Provinsi dan Anggerran Pendapatan Belanja Daerah.

27. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang
Pemerintahan Deda yang menampung seluruh penerimaan Desa
dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada
Bank yang ditetapkan.

28. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari selumh
Pendapatan Desa yang masuk ke APBDesa melalui Rekening Kas
Desa.

29. Pengeluaran Desa adalah uang yang dikeluarkan dari APBDesa
melalui Rekening Kas Desa.

3O. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara Pendapatan
Desa dengan Belanja Desa.

31. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara Pendapatan
Desa dengan Belanja Desa.

32. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat
SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran
anggaran selama satu periode anggaran.

33. Peraturan Desa adalatr peratrrran penrndang-rrndarr.gan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati
bersama BPD.

BAB II
ASAS PEITGEI.OI"AAIT KTUANGAN DESA

Pasal 2

(1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan,
atmntaUel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin
anggaran.

l2l Pengelolaan Keuangan Desa a ayat

1t1, titetola dalam masa 1 ( mulai
Lrgg.f 1 (satu) bulan Janu 1 (tiga

puluh satu) bulan Desember.

^l
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, BAB III
PENGELOLAAN KTUAITGAN DESA

Pasal 3

Pengelolaan Keuangan Desa meliputi kegiatan-kegiatan sebagai
berikut:
a. perencanaan;

b. pelaksanaan;

c. penatausahaan;

d. pelaporan; dan

e. pertanggungjawaban.

Bagtan Kesatu

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa

Paragraf 1

Tlm Fasllitasi, TIE Teknis dan Tim Pendamping
Peagelolaan Keuangan Desa

Pasal 4

(1) Pada Tingkat Kabupaten dibentuk Tim Fasilitasi dan Tim Teknis
Pengelolaan Keuangan Desa, yang ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

(21 Susunan keanggotaan Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri dari :

a. Pembina;

b. Pengarah;

c. Ketua;

d. Sekretaris; dan

e. Anggota.

(3) Susunan keanggotaan Tim Teknis 5slagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri dari :

a. Ketua;

b. Sekretaris; dart

c. Anggota.
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(4) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas :

a. melaksanakan desiminasi secara luas akan kebijakan, data
dan informasi mengenai Pengelolaan Keuangan Desa;

b. membantu Tim Pendamping Kecamatan untuk memberikan
pelatihan/orientasi kepada PTPKD;

c. melakukan kegiatan pembinaan pelaksanaan Pengelolaan
Keuangan Desa bersama dengan Tim Pendamping Kecamatan
dalam setiap proses tahapan kegiatan;

d. melalnrkan fasilitasi pemecahan masalatr berdasarkan
pengaduan masyarakat maupun pihak iain dan
mengkoordinasikannya dengan Inspektorat; dan

e. memberikan laporan kemajuan Pengelolaan Keuangan Desa
kepada Bupati.

(5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (U bertugas
membantu pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa sesuai tugas dan fungsi di instansinya masing-
masing.

Pasal 5

(1) Pada Tingkat Kecamatan dibentuk Tim Pendamping Pengelolaan
Keuangan Desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

(2) Susunan keanggotaan Tim Pendamping sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri dari :

a. Ketua, dijabat oleh Camat;

b. Sekretaris, dijabat oleh Sekretaris Kecamatan; dan

c. Anggota, yaurrg berasal dari unsur Kecamatan, yakni Kepala
Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Pembangunan, Kepala Sub
Bagian Program dan Pelaporan, dan unsur Kecamatan
lainnya sesuai kebutuhan.

(3) Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas :

a. melakqkan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa;

b. melaksanakan sosialisasi kebijakan, data dan informasi
mengenai Pengelolaan Keuangan Desa kepada masyarakat;

c. memberikan pelatihan/orientasi kepada PTPKD;

d. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi
pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa dalam setiap proses

tahaPan kegiatan di Desa;

OY
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melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan
pengaduan masyarakat maupun pihak lain dan
mengkoordinasikannya dengan Tim Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa di Tingkat Kabupaten; dan

menyampaikan kemajuan Pengelolaan Keuangan Desa
(Rekapitulasi l.a.poran Semester I dan Semester II atau Akhir
Tahun) kepada Tim Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa di
Tingkat Kabupaten.

Paragraf2
PeJabat Pengelolaan Keuaagan Desa

Pasal 6

Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam
kepemilikan Kekayaan Milik Desa yang dipisahkan.

Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan
Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai kewenangan :

menetapkan kebijakan tentang Pelaksanaan APBDesa;

menetapkan PTPKD;

menetapkan petugas yang melakukan pemungutan
penerimaan desa;

d. menyetujui pengeluaram atas kegiatan yang ditetapkan datam
APBDesa; dan

e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban APBDesa.

Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa,
dibantu oleh PTPKD.

PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari Unsur
Perangkat Desa, yang terdiri dari :

a. Sekretaris Desa;

b. Kepala Seksi; dan

c. Bendahara Desa.

PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa.

(1)

(2)

a.

b.

c.

(3)

(4)

(s)
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Pasal 7

(1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (41

hurrf a bertindak selaku Koordinator PTPKD.

(21 Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. men5rusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaal
APBDesa;

b. men5rusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa,
perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan
APBDesa;

c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan
yang telah ditetapkan dalam APBDesa;

d. menyusun pelaporan dan pertanggungiawaban pelaksanaan
APBDesa; dan

e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan
pengeluaran APBDesa.

Pasal 8

(1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (41

huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan
bidangnya.

(2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas :

a. men)rus\rn rencataa pelaksanaan kegiatan yang menjadi
tanggung jawabnya;

b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama kmbaga
Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan didalam
APBDesa;

c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas
beban anggaran belanja kegiatan;

d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

e. melaporkan perkembangan pelaksalaan kegiatan kepada
Kepala Desa; dan

f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran
pelaksanaan kegiatan.
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Pasal 9

Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (a) hurrf
c dijabat oleh staf pada Umsan Keuangan yang ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Desa.

Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas : menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan
pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam
rangka pelaksanaan APBDesa.

Pasd 10

Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan PTPKD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) diberikan
tunjangan sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa.

Bagian Kedua

Mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa

Paragraf 1

Perencanaan

Pasel 11

(1) Pemerintah Desa menJrusun Perencanaan Pembangunan
sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu
Perencanaal Pembangunan Daerah.

(21 Pembangunan Desa sebagairnana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh
masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.

(3) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap
pelaksanaan Pembangunan Desa.

Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),

Pemerinlah Desa didampiagi Oleh PemerintAh DaerAh yang
secara teknis dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Dalam rangka mengoordinasikan Pembangunan Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (21, Kepala Desa dapat
didampingi oleh Tenaga Pendamping Profesional, Kader
pemberday"ao Masyarakat Desa, dan/atau Pihak Ketiga.

(6) Camat melalmkan koordinasi pendarrrpingan
dimaksud pada ayat (4) di wilayahnya'

ssfagaimana

Desa
pada

(4)

(s)
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Pasal 12

Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
mencakup Bidang Penyelengg€rrazrn Pemerintahan Desa,
Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasel 13

(1) Perencanaan Pembangrrnan Desa disusun secara berjangka
meliputi:

a. RPJMDesa untrrk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan

b. Rencana Pembangunan Tatrunan Desa atau yang disebut
RKPDesa, merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk
jangka walrhr 1 (sattr) tahun.

(2) RPJMDesa dan RKPDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 14

Dalam rangka Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13, pemerintah Desa melaksanakan
tahapan yang meliputi :

a. penyusrlnan RPJMDesa; dan

b. penyusunan RKPDesa.

RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.

(3) RKPDesa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli
tahun berjalan.

Pasel 15

Tata cara Pen5rusunan RPJMDesa dan RKPDesa berpedoman sesuai
dengan ketenhran peraturan perundang-undangan yang berlaku.

' PaEaI 16

(1) Sekretaris Desa men5rusun Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.

(21 Sekretaris Desa menyampaikan r€rncangan Peraturan Desa
tentang APBDesa kepada Kepala Desa.

(1)

(2t
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(1)

(2)

(3)

(41

(1)

(2)

(3)

$t

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana
dimaksud pada ayat (21 disampaikan oleh Kepala Desa kepada
BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati
bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat
bulan Oktober tahun berjalan.

Pasat 17

Kewenangan pelaksanaan evaluasi Rancangan Peraturan Desa
tentang APBDesa didelegasikan kepada Camat sesuai Peraturan
Bupati ini.

Camat ddam melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan
Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibantu oleh Tim Pendamping Pengelolaan Keuangan Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 18

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah
disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat paling lambat
3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa
tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
lama 20 (dua pqluh) hari kerja sejak diterimanya R.ancangan
Peraturan Desa tentang APBDesa.

Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas
walrtu sebagaimana dimaksud pada ayat (21 Peraturan Desa
tersebut berlaku dengan sendirinya.

Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan
Peratrrran Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan
kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling
lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil
evaluasi.

Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa
sebagaimana dimaksud ayat (4) dan Kepala Desa tetap
menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
menjadi Perattrran Desa, Camat meryampaikan usulan
pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati.

(s)
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(6)

(71

Bupati membatalkan Peraturan Desa tentang APBDesa
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan Keputusan Bupati.

Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tatrun
anggaran sebelumnya.

Dalam hal Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
Kepala Desa harrya dapat melakukan pengeluaran terhadap
operasional penyelenggaraan Pemerintah D e sa.

Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa
tentang APBDesa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah
pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan
selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Perahrran
Desa dimaksud.

' Pesat 19

(1) Perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa dapat dilakukan
apabila terjadi:

a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
antar jenis belanja;

b. keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya harus digunakan dafam
tahun be{alan;

c. terjadi penambahan dan/atau pengurangurn dalam
Pendapatan Desa pada tahun berjalan;

d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana aIam, krisis
politik, I<risis ekonomi, dan/atau kerusrrhan sosial yang
berkepanjangan; dan/ atau

e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan
Pemerintah Daerah.

Perubahan APBDesa hanya dapat dilalnrkan 1 (satu) kali dalam
1 (satu) tahun anggaran.

Tata cara pengajuan Perubahan APBDesa adalah sarna dengan
tata cara Penetapan APBDesa.

Paragraf 2

Pelaksanaan

Pasal 20

(8)

(e)

l2l

(3)

Semua penerimaan dan
pelaksanaan kewenangan
Kas Desa.

pengeluaran Desa dalam rangka
Desa dilaksanakan melalui Rekening

(1)
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(21

(1)

Semua penerimaan dan pengeluaran Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap
dan sah.

, Pasal 21

Pemerintah Desa dilarang melalmkan pungutan sebagai
Penerimaan Desa selain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

(21 Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada
jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan
operasional Pemerintatr Desa.

Jumlah uang dalam Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) paling banyak sebesar Rp. 5.O00.OOO,OO (lima juta rrpiah).

Pasel 22

Pengeluaran Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak
dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
termasuk untuk Belanja Pegawai yang bersifat mengikat dan
operasional perkantoran yang ditetapkan dalam Peraturan
Kepala Desa.

Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu tranrs dibuat
Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

(3)

(1)

(21

(3)

Pasal 23

(1) Pelaksana kegiatan mengajukan
melaksanakan kegiatan harus disertai
lain Rencana Anggaran Biaya.

pendanaan unttrk
dengan dokumen antara

(21

(3)

Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

di verifrkasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala
Desa.

Pelaksana Kegiatan bertanggungiawab terhadap tindakan
pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja
kegiatan dengan mempergunakan Buku Pembantu Kas kegiatan
sebagai pertanggungi awaban pelaksanaan kegiatan di De sa.
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(1)

Pasal 24

(1) Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (1) Pelaksana Kegiatan meng4jukan Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.

(21 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau
jasa diterima.

Pasal 25

Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) terdiri atas :

a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);

b. Pernyataan Tanggungiawab Belanja; dan

c. Lampiran Bukti Transaksi.

Pasal 25

Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25, Sekretaris Desa berkewajiban
untuk:
a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yarig diajukan

oleh pelaksana kegiatan;

b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa
yang tercantum dalam permintaan pembayaran;

c. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan

d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana
kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang
ditetapkan.

Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah di
verifrkasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan
bendahara melakukan pembaYaran.

Pembayaran yang telatr dilakukan sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 selanjutnya bendahara melakukan pencatatan
plngeluaran dan melakukan pendokumentasial dokumen
pembayaran.

(21

(3)
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Pasel 28

(1) Dalam hal bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan
Belar{a Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten serta Hibah dan bantuan Pihak Ketiga yang
tidak mengikat ke Desa disalurkan setelah ditetapkannya
Peraturan Desa tentang Pembahan APBDesa, perubahannya
diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan
APBDesa.

(2) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diinformasikan kepada BPD.

Paragraf 3

Penatausahaan

Pasal 29

(1) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran APBDesa
dilakukan oleh Bendahara Desa.

(21 Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap
penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku
setiap akhir bulan seca-ra tertib.

(3) Bendahara Desa wajib mempertanggungiawabkan uang melalui
laporan pertanggungiawaban.

(4) Laporan pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling
lambat tanggal 1O bulan berikutnya.

Pasal 3O

Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), menggunakan :

a. Buku Kas Umum;

b. Buku Kas Pembantu Pajak; dan

c. Buku Bank.

Paragiaf 4
Pelaporan

Pasel 31

(1) Kepala Desa menyarnpaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan

APBDesa kepada BuPati beruPa :

a. laporan semester Pertama; dan

b. laporan semester akhir tahun.

A
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(2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.

(3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat
pada akhir bulan Juli tahun bedalan.

(4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan
Januari tahun berikutnya.

Paragraf 5

Pertanggungiawaban

Pasal 32

(1) Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungiawaban
Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir
tahun anggaran.

(2) l,aporan Pertanggungiawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan,
belanja, dan pembiayaan.

(3) Laporan Pertanggungiawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa
sebagaimanra dimaksud pada ayat (21 ditetapkan dengan
Peraturan Desa.

(4) Peraturan Desa tentang I"aporan Pertanggungiawaban Realisasi
PelakSanaan APBD€Sa sebAgaimana diriiaksUd pada ayat (3)
dilampiri :

a. format Laporan Pertanggungiawaban Realisasi Pelaksanaan
APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;

b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember
Tahun Anggaran berkenaan; dan

c. format l,aporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daeratr
yang masuk ke desa.

Pasel 33

Laporan Pertanggr:ngiawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) merupakan bagran
tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
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(1)

(21

(1)

(21

(1)

(2t

Pasal 34

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan Laporan
Pertanggungiawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32
diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan
media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara
lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi
lainnya.

Pasal 35

Laporan Pertanggungiawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) disampaikan
kepada Bupati melalui Camat.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling
lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggara.n berkenaan.

BAB TV

APBDESA

Pasd 36

APBDesa, terdiri atas :

a. Pendapatan Desa;

b. Belanja Desa; dan

c. Pembiayaan Desa.

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
diklasifrkasikan menumt kelompok dan jenis.

Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurlf b
diklasifftasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.

Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
diklasifikasikan menumt kelompok dan jenis.

Bagian Kesatu

Pendapatan Desa

Pasal 37

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat
(1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening
Desa yang merupakan Hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran
yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.

(3)

(41

(1)
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(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat
(1) huruf a, terdiri atas kelompok :

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);

b. Transfer; dan

c. Pendapatan Lain-Lain.

(3) Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (21huruf a,
terdiri atas jenis :

a. hasil usaha;

b. hasil aset;

c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan

d. lain-lain Pendapatan Asli Desa.

(41 Hasil Usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hunrf a
antara lain hasil badan usaha milik desa, dan tanah kas desa.

(5) Hasil Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara
lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umltrn,
jaringan irigasi.

(6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf c adalah membangun dengan kekuatan
sendiri yang melibatkan pera.n serta masyarakat berupa tenaga,
barang yang dinilai dengan uang.

(71 Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf d antara lain hasil pungutan desa.

Pasal 38

(1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat
(2) huruf b, terdiri atas jenis :

a. Dana Desa;

b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

c. ADD;

d. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi; dan

e. Banttran Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah I(abupaten.



-23 -

(21 Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belar{a
Daerah Provinsi dan KabupatenlKota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d dan hurrf e dapat bersifat umum dan
khusus.

(3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud
pada ayat (21 dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan
dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 7Oo/o (tu}uh puluh
perserahrs) dan paling banyak 3O% (tiga puluh perseratus).

(41 Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37 ayat (2) huruf c, terdiri atas jenis :

a. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
dan

b. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Pasal 39

Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf a adalah
pemberian berupa uang dari pihak ketiga.

Lain-lain pendapatan desa yang sah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 ayat (4) huruf b, antara lain pendapatan sebagai
hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan
yang berlokasi di Desa.

Bagian Kedua

Belaqfa Desa

Pasal .+O

Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1)

huruf b, meliputi semua pengeluaran dari Rekening Desa yang
merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang
tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.

l2l Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dipergunakan dalam rangka mendanai Penyelenggaraart
Kewenangan Desa.

(1)

(21

(1)

A
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Pasal 41

(1) Klasifikasi Belanja D9"? sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36

ayat (3), terdiri atas kelomPok :

a. Penyelen ggaraar. Pemerintahan Desa;

b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;

c. Pembinaan KemasYarakatan Desa;

d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan

e. Belanja Tak Terduga'

(2|KelompokBelanjasebagairnanadimaksudpadaayat(1)dibagi
dalam k"gd;" """r"i- 

dengan kebutuhan Desa yang telah

dituangfuan dalam RKPDesa'

(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (21terdiri atas jenis

belanja:

a. Pegawai;

b. barang dan jasa; dan

c. modal.

(1)

(21

' Pasal 42

Jenis Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41

;t;l (s) huruf 
"iaiarrggrrtan_ 

untuk pengetuaran penghasilan

t;tap aan tun3angan bz gi repala Desa dan perangkat Desa serta

tunjangan BPD.

Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat . (1)

ai-".gL.rkan" dalarrr Kelo,"mpok Penyelenggaraan Pemerinta6a'

Desa, dengan f."gi"t"tt plmbayaran penghasilan tetap dan

tunjangan.

Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (21

pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan'

Pasal 43

tap Kepala Desa sebagaimana dimaksud

t ia"f"f, 
"ebesar 

np' Z'SOO'OOO'00 (dua

piah).

BesaranPenghasilanTetapPerangkat-Desasebagaimana
dimaksud dah; pasal 42 ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Sekretaris Desa sebesar Rp' 1'25O'OOO'OO (satu juta dua

iatus lima Puluh ribu ruPiah);

(3)

(1)

(2t
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b. Kepala Seksi sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu
rupiah);

c. Kepala Urusan sebesar Rp. SOO.OOO,OO (delapan ratus ribu
rupiah); dan

d. Kepala Dusun atau sebutan lain sebesar Rp. 5OO.0O0,0O
(lima ratus ribu rupiah).

(3) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai
Pegawai Negeri Sipil tidak berhak menerima penghasilan tetap
sebagaimana dimalsud pada ayat (1) dan ayat (21 yang
bersumber dari APBDesa.

Paeal 44

(1) Besaran tunjangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42 ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp.
2.OOO.OOO,OO (dua juta rupiah); dan

b. Kepala Desa dari Non Pegawai Negeri Sipil atau Penjabat
Kepala Desa sebesar Rp. 1.25O.OOO,OO (satu juta dua ratus
lima puluh ribu rupiah).

(21 Besaran tunjangan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 42 ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Sekretaris Desa dari Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri
Sipil sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu
rupiah);

b. Kepala Seksi sebesar Rp. 5OO.OOO,OO (1ima ratus ribu rupiah);. dan

c. Bendahara Desa sebesar Rp. 5OO.OOO,OO (lima ratus ribu
rupiah).

(3) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42
ayat (1) adalah sebagai berilmt :

a. Ketua BPD sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

b. Wakil Ketua BPD sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima
puluh ribu rupiah);

c. Sekretaris BPD sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima
puluh ribu rupiah); dan

d. Anggota BPD sebesar Rp. 5OO.OOO,OO (lima ratus ribu
rupiah).

(4) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD yang berstatus sebagai
Pegawai Negeri Sipil berhak menerima tunjangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (21 dan ayat (3) yang bersumber
dari APBDesa.
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' Pasd 45

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41
ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran
pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang
dar: 12 (dua belas) bulan.

Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
antara lain :

a. alat tulis kantor;

b. benda pos;

bahan/material;

pemeliharaan;

cetak/penggandaan;

sewa kantor desa;

sewa perlengkapan dan peralatan kantor;

makanan dan minuman rapat;

pakaian dinas dan atributnya;

C.

d.

e.

f.

ob.

h.

i.

(3)

j. perjalanan dinas;

k. upah kerja;

1. honorarium narasumber / ahli;

m. operasional Pemerintah Desa;

n. operasional BPD;

o. insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan

p. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga sebagaimana dimaksud
pada ayat (21 huruf o adalatr bantuan uang untuk operasional
lembaga Rukun Tetangga /Rukun Warga dalam rangka
membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan,
perencanaan pembangunan, ketentram€rn dan ketertiban, Serta
pemberdayaan masyarakat desa.

Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p dilakukan untuk
menunjang pelaksanaan kegiatan.

(4)
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Pasal 46

Besaran Insentif Rukun warga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45 ayat (3) baik dari Pegawai Negeri Sipil/Non pegawai
Negeri Sipil adalah sebesar Rp. 3OO.OOO,OO (tiga ratus ribu
rupiah) perbulan.

Besaran Insentif Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45 ayat (3) baik dari Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai
Negeri Sipil adalah sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu
rupiah) perbulan.

Rukun Warga dan Rukun Tetangga yang berstatus sebagai
Pegawai Negeri Sipil berhak menerima insentif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 yang bersumber dari
APBDesa.

Pasal 47

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (3)
huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam iangka
pembelian /pengadaan barang atau bangunan yang ,ilai
manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Pembelian/pengadaan barang atau bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digunakan untrrk Legiatan
penyelengga.raurn kewenangan desa.

Pasaf 48

Dalam keadaan darurat dan/atau keadaal luar biasa (KLB),
Pemerintah Desa dapat melakukan belarfa yang belum tersedia
anggarannya.

Keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa (KLB)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang
sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau
mendesak

Keadaan darr"rrat sebagairnana dimaksud ayat (1) yaitu antara
lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan
prasarana.

Keadaan luar biasa sebagaimana dirnaksud ayat (1) karena
keadaan luar biasa (KlB)/wabah.

,h



-28 -

(5) Keadaan damrat dan/atau keadaan luar biasa (KLB)
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (a) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(6) Kegiatan dalam keadaan damrat sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

Bagtan Ketiga

Pembiayaan Desa

Pasal 49

(1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat
(1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yerng akan diterima kembali,
baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada
tahun- tahun anggaran berikutnya.

(21 Pembiayaan Desa ss[agaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas kelompok :

a. penerimaan pembiayaan; dan

b. pengeluaran pembiayaan.

(3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a, mencakuip :

a. sisa lebih perhitungan anggararl (SiLPA) tahun sebelumnya;

b. pencairan dana cadangan; dan

c. hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

(4) Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf a antara lain pelampauan penerimaan
pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa
dana kegiatan lanjutan.

(5) Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) sebagaimana dimaksud
pada ayat (41 merupakan penerimaan pembiayaan y{rg
digunakan untuk:

a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih
kecil dari pada realisasi belanja;

b. rnendanai pelaksanaar kegiatan lanjutan; dan

c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir
tahun alaggara:a belum diselesaikan.
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Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana
cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Desa
dalam tahun anggaran berkenaan.

Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk
menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang
dipisahkan.

Pasal 5()

(1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
49 ayat (2) hurrf b, terdiri dari :

a. pembentukan dana cadangan; dan

b. penyertaan modal Desa.

(2) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai
kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat
sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

(3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(41 Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling
sedikit memuat:

a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;

b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana
cadangan;

c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harrs
dianggarkan;

d. sumber dana cadangan; dan

e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

(5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(21 dapat bersumber dari penyisihan atas Penerimaart Desa,
kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan
secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hurr.rf a ditempatkan pada rekening tersendiri.

(71 Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa
jabatan Kepala Desa.
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(1)

BAB V

PELAKSAITAAII DANA DESA, ALOKASI DA.IIA DEiSA,
BAGIAH DARI IIASIL PA"IAK DATRAII DAI{ REIRIBUSI DAERAH,

DAN BIITTTUAIT II(EUAIIGAIT

Pasal 51

Pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, dan Bantuan Keuangan dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

BAB VI
PEMBINAAIT DAIT PENGAWASAN

Pasal 52

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
Pengelolaan Keuangan Desa.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi
pemberian pedoman, bimbingan, konsultasi, pendidikan dan
pelatihan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitik
beratkan pengawasan yang mengarah untuk menjamin
pencapaian sasar€u1 dalam perencanaan, pelaksanaan, penata
usahaan dan pertanggungiawaban serta terlaksananya talta
kelola Keuangan Desa dengan baik dan benar oleh Inspektorat
dan dibantu oleh Camat.

BAB VII
KEIENTUAN PENUTI'P

Pasal 53

Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Buku
Pembantu Kas Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan Surat
Permintaan Pembayaran serta Pernyataan Tanggungiawab Belanja,
Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa pada semester pertama dan
semester akhir tahun serta Laporan Pertanggungjawaban Realisasi
Pelaksanaan APBDesa, sebagaimurna tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perattrran Bupati ini.

(2t

(3)
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Pasal 54

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Tapin Nomor 08 Tahun 2Ol1 tentang Pedoman Umum Pengelolaan
Anggaran Pendapatan dan Belalja Desa (Berita Daerah Kabupaten
Tapin Tahun 20ll Nomor 08) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.

di Rantau

1i Deseniber ?O1\

ARPAII
Diundaregkan di Rantau
Pada.,.tanbiPl; I -Lbr-,: -tbei' :01 I

'DATRAH I(ABT'PATEN TAPIN,

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2015 NOMOR 44


